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ABSTRAK

Arlianah, Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Pemahaman Masyarakat
Desa Lero Terhadap Pencatatan di Kua Kecamatan Suppa ( dibimbing oleh Dr.
Fikri, S.Ag, M.H. dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HL.).

Perkawinan yang terjadi di Masyarakat Desa Lero dilaksanakan sesuai dengan
adat istiadat yang berlaku dan tidak-bertentangan dengan ajaran agama Islam, hanya
saja banyak perkawinan yang' tidak tercatatkan. Berdasarkan hal ini peneliti
merumuskan masalah yaitu 1.Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA
Kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan?.2. Bagaimana pemahaman
masyarakat Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa?
3.Bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam
masyarakat Lero?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan
penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis
data dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan
sosiologis dan pendekatan yuridis. Metode yang digunakan meliputi metode
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis
data pada penelitian ini adalah metode induktif-deduktif. Adapun tahapan proses
analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis data, mereduksi data, penyajian
data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA
Kecamatan Suppa terhadap pencatatan nikah antara lain, melayani pendaftaran nikah
dan memberikan Informasi tentang prosedur pencatatan nikah, memberikan
bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai.nikah, talak, cerai dan rujuk kepada
masyarakat, memberikan bimbingan dan-nasehat kepada calon pengantin yang akan
menikah. Dan pemahaman masyarakat Desa Lero mengenai pencatatan perkawinan
di KUA Kecamatan Suppa ialah hanya sebatas paham dan cukup tau adanya
pencatatan pernikahan. Masyarakat. di desa Lero juga beranggapan bahwa buku
nikah sangat penting hanya karena mereka ingin mengurus sesuatu seperti akta
kelahiiran dlil.

Kata Kuncl : Peran Pegawai ‘Pencatat: Nikah;“Pemahaman Masyarakat Desa Lero,
Pencatatan Nikah, KUA Kecamatan.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan i dunia ini mempunyai naluri dalam

memenuhi kebutuhan hidu ada pencipta-Nya. Pemenuhan

naluri manusia di ant rluan biologi itas hidup manusia. Upaya

dalam memenuhi . mengaturnya di dalam

ajaran @ at perhatian,

perkawinan

adalah an memenuhi petunjuk

gama Islam merupakan J sakral dan
sebuah anjang serta ladang pah melakukan
suai an syariat Islam. Jika perkawin akan sesuai

dengan Islam maka p aja tidak sah agama.
mulianya inan itu, sehingg lullah saw
untuk umatnya perkawinan. Ras saw dalam
gaimana HMERME dari ‘Ab bin Mas’ud
- i wa sallam

sebagai pemuda yang tidak mempunyai‘sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

!Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
2006), h. 22-23.
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:j;j ‘/CJGLU, &Aé?o'é\j 4—\/4~“ ua.g\ ;: j}w\ﬁ U\ g.a t&h«o\ u,o <UL--J
2ls Q ’ L_g ‘f)‘aﬂ’,w %”“%VS
Artinya:

Wabhai para pemuda! Barangsiapa yang sudah mempunyai kesanggupan menikah,
maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukukkan
pandangan dan lebih menjaga matan. Namun barangsiapa yang belum
sanggup, maka hendeklah ia arena puasa itu akan menjadi perisai
baginya.

Rukun dan syar. yang harus terpenuhi dalam

melakukan sesuatu peristiwa hukum atau
dalam suatu
..................... upun objek
sebahagian

a peristiwa

engan empat

macam, : i awi ang terkait
dengan . Selain dari
itu ada

gama Islam.
Namun ari i ata Kawina diperlukan.
Dilihat geng. Tidak

sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila

2 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani, Terjemah Bulughul Maram Disertai Keterangan Hadits
Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya,
(Cet, I; Semanggi: Pustaka At-Tibyan, 2009), h. 2.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 61.
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pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat
akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus percerain itu lebih mudah
mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka

pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena perkawinan itu dianggap seolah-

olah tidak pernah terjadi. Sekiranya macam itu dibiarkan, maka banyak orang

yang melakukan akad nika 2bagai resikonya, apabila terjadi

k transaksi

. Akibatnya

kultur t embang dibanding deng ang). Kedua,
a, maka mereka sangat an (ingatan).

a perkawinan bukanla sulit untuk

I walimat al-‘urusy walu

hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah

satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam

* M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Cet. II; Jakarta: Siraja
Prenada Media Group, 2006), h. 123-124.
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karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-
fatwa ulama.
UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan menurut perspektif KHI

pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bawha gar terjamin ketertiban perkawinan bagi

masyarakat Islam, setiap at. (2) Pencatatan perkawinan

tersebut pada ayat ( oleh Pegawa Nikah sebagaimana yang

diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo de -undang Nomor 32

Tahun
it Desa Lero
melakukan perkawinan stiadat yang
uai dengan ajaran aga annya juga
an rukun dan syarat diri dengan

dan saksi serta tamu un erdekat atau

idak tercatat

k dan tidak

inan yang te
ereka tidak

yang harus

masyarakat di Desa Lero tidak mengurus pencatatan perkawaninan di KUA sebab
perkawaninnya dilangsungkan di rumah Puang Imam yang hanya dihadiri keluarga
terdekat dan dilangsungkan dimalam hari (nikah sirri). Ada juga yang terjadi

perkawina yang dicatatkan hanya saja pencatatannya dilakukan setelah perkawinan
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dilangsungkan. Sebagian dari mereka yang sudah melangsungkan perkawinan dan
sadar bahwa perkawinan harus dicatatkan sudah melakukan pendftaran ulang
perkawinan. Hal inilah yang menjadi adanya kesenjangan antara kenyataan yang

sebenarnya bahwa hukum itu mengatur secara keseluruhan dan masyarakat yang

berada dalam negara hukum harus tur an patuh pada hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama, K KUA), Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Di ggagas sebuah program
pelayanan identitas hukum terpadu (itsbat nikah ogram Kkerjasama ini juga

melibat lam Negeri

terkait i istri yang
belum pengadilan
agama.
han tersebut, penulis lebih dalam
i Pencatat Nikah Dan Pem t Desa Lero
atatan Perka
Masalah
aka penulis
atan Suppa

terhadap pencatatan perkawinan
1.2.2 Bagaimana pemahaman masyarakat Lero tentang proses pencatatan
perkawinan di KUA Kecamatan Suppa?
1.2.3 Bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa

dalam masyarakat Lero?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, untuk:
1.3.1 Mengetahui bagaimana peran pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan

Suppa terhadap pencatatan perkawinan.

1.3.2 Mengetahui bagaimana peme n. masyarakat Desa Lero tentang proses

pencatatan perkawi

1.3.3 Mengetahui penegakan perkawinan di KUA

Kecamatan Suppa dalam masyarat Lero.

g diharapkan dari penel
14.1 | penelitian ini dihara
alam memahami dan me i pencatatan
catatan nikah dakam pe
142
1421
pat gelar St
KnﬁbaE PVﬁ;\rﬁ(eilEmuan dala ang Hukum
1422
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi
pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagali
pemahaman baru bagi masyrakat dalam memahami pencatatan nikah dalam

perkawinan.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berh dengan objek penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya di a

Penelitian Isti vitri tentang “Efe atatan Perkawinan Pada

KUA K alam penelitianginizmengatakangbahwa sahnya

sesuai

dianutnya. Selama per ini erdaftar, itu

masih b enurut ketentuan huku ereka sudah

ta cara ketentuan aga amana yang

perbuatan keagamaan penca i lah sekedar
inistrasi per menentuka au tidaknya

an. Skripsi as tentang bagaié pemahaman

ntang pentingnya p erkawinan dan k a sosialisasi

akat yangnaA HE)MRVEntang pe

a pencatatan

sanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau
Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi) ”. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9

%Isti Astuti Savitri, Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara (
Skripsi Sarjana; Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), h. 5.
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tahun 1975 tentang perkawinan, yang didalamnya terdapat ketentuan tentang
pencatatan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan
pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi,

dan tentang tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 terhadap

pelaksanaan pencatatan perkawina itor Urusan Agama. Dalam penelitian ini
antor Urusan Agama Kecamatan
seritahuan kehendak nikah,

penandatanganan
pencatatan
erapi adalah
h lari, kurangnya pega pengetahuan

yarakat terhadap Undan dan PP No.

n pencatatan perkawi san Agama

Merapi ditinjau menurut 1975 secara

dengan se ak hambata pelaksanaan

awinan.®

an ltsnaatul n Perkawina lacak  Akar
Pencatatan
ketika telah
a di Indonesia,

perkawinan akan dianggap sah bukan hanya ketika ia telah memenuhi rukun dan

SAskar, Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi (Skripsi
Sarjana; Universutas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim: Riau, 2011), h. 3.
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syaratnya, melainkan bahwa perkawinan itu juga harus dicatatkan (tercatat),
pencatatan perkawinan inilah yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat.
Sebagain menerimanya sebagai hal positif untuk kemaslahatan dan sebagain

menolaknya dengan dinilai tidak selaras dengan ketentuan agama dalam hal

perkawinan; karena tidak ada satu.n baik dalam Al-Qur’an maupun hadis

Nabi yang masyarakat bah s dicatatkan. Dalam penelitian

membahas mengenai p pandangan di yarakat muslim Indonesia
terkait dengan masalah Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1

asing pihak,

munculnya

n yang dilakukan s ya as tentang

mun penelitian ini ad daan penelitian

ada ian yang dilakukan Isti A afitr tahun 2011

dengan “Efektifitas Pada KUA atan Bekasi
Utara” tian yang dilaku ar tentang “Pelak. Pencatatan
No. 9 Tahu Studi Kasus

n 2011, dan

Peneliti Perkawinan:

donesia terhadap
Pencatatan Perkawinan” pada tahun 2015, berfokus meneliti tentang peran pegawai

pencatat nikah dan pemahaman masyarakat Desa Lero tentang pencatatan

"Itsnaatul Lathifah, Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon
Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan (Skripsi Sarjana: Pondok Pesantren Al
Munawwir Krapyak: Yogyakarta, 2015), h. 3.
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perkawinan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu pentingnya pencatatan perkawinan dan pelaksanaan pencatatan

perkawinan di Kantor Urusan Agama.

2.2 Tinjaun Teoritas

2.2.1 Teori Pencatatan

Menurut Kamu pencatatan adalah proses,

Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada

® Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi
Keempat, (Cet. VII; Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 247.
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Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”.9
Pencatatan perkawina bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 UU RI

No. 23 tahun 2006 menentukkan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk

pencatatan nikah, cerai, dan rujuk duk yang beragama Islam pada tingkat

kecamatan dilakukan oleh KUA kecamatan.” Jadi, bagi
orang Islam, sahnya t hukum Islam, sedangkan
laka. Pencatat tiap-tiap
nting dalam
Jalam surat-

ang juga dimuat dalam

atau terjemahan dalam Dimana ada

dimana ada

u komunitas

% Isti Astuti Savitri, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara,
( Skripsi Sarjana; Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011)h. 29-30.

10 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. IV; Jakarta; Bumi Aksara,2002),
h. 225.

“Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Cet. Il; Jakarta
Sinar Grafika, 2012), h. 214.
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soaial, baik secara sengaja ataupun terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya
bahwa komunitas itu terbentuk karena adanya alasan senasib atau sependeritaan atau
meminjam istilah Ernest Renan adanya raison d’etre.

Individu-individu dalam masyarakat mempunyai keinginan yang sangat

beragam, oleh karena itu di antara epakat untuk mengatur sehingga dapat

menciptakan kondisi yang di antara mereka inilah yang bisa

kita sebut norma yang norma sosia usilaan dan norma Negara

sebut norma hukum.

pai apabila tatanan huk endatangkan
dengan efektif.
menurut Paul B. H masyarakat
sama dalam
kebudayaan
k/kumpulan
ng menjadi
, mengikat,
agi sebagian
akan suatu tata

yang dikendaki oleh penguasa tersebut.

12 Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik (Cet.I;
Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013). h. 197.
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Kata lain dari hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah
ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman,
tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya

hukum itu sendiri diciptakan unt ur kehidupan masyarakat. Maka dapat

dibenarkan perkataan Cie a ada masyarakat di situ ada
gi mereka sendiri dan
leh manusia

bagi mereka

orang saja yang me lalam suatu

tu tidak bersifat meny ernilai suatu

keadila idak nciptakan masyarakat y; B

2.2.3Te kum'Responsi
responsif a
tengah edas Neo-Ma i, legalisme
liberal eraturan dan
prosed

liberal 3

Nur Hikma, Pelayanan Terpadu Terhadap Itsbat Nikah Pada Masyarakat Studi Yuridis Di
Pengadilan Agama Pinrang, (Skripsi Sarja; Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, 2017).
h. 9.
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of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat
mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.**
Nonet dan Selznick menyatakan secara historis teori “hukum responsif

merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (legal realism) dan sociological

jurisprudence. Teori hukum ini inkan hukum menjadi lebih responsif

terhadap kebutuhan sosial ini mereka mendorong perluasan

bidang lain yang me aitan secara hul

Teori _hukum responsif berpendapat bahwa “huku baik seharusnya
um tersebut

publik dan

rcapainya keadilan subs

k berargumen bahwa ponsif yang

aan yang langgeng dan tipe hukum

nomi hukum yang bersifat at diganggu

gugat. angan Kritis.
ujuan. Sifat

sosial yang

t responsive
konsumen”.
. pergeseran

penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan

¥Sulaiman, Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial, (Cet. I; Bandung: Angkasa,
2014), h. 78.

5 Luthfiyah Trini Hastuti, Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum
Nasional di Era Reformasi (Tesis Megister; Hukum Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2007), h. 11-12.
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baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif
berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum.
Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui

subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai

tersirat yang terdapat dalam peratu bijakan. Dalam model hukum responsif

ini, mereka menyatakan oktrin yang dianggap mereka

sebagai interpretasi yi tidak fleksib

Hukum itu t at dari segi apa yang an dan hukum bukanlah
tujuan
kebutu ia. ii ng melayani
diri sen yani manusia. Hukum t i Ikan sebagai
alat per lat untuk mencapai kea
m itu harus bersifat res tuk i kebutuhan

dan kep n ditujukan oleh rakyat atau rakat

2.3 Tin
k asca Isbat N Pengadilan
ri penelitian

g kata yang

2.3.1 Pencatatan Nikah
Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang

mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan

18 Arianto Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal HukumVol.
7, No. 2, 2010. h. 57.
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oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti
otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan
buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari

perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.*’

Syari’at Islam, masalah mua ada situasi tertentu diperintahkan untuk

dicatat, sebagaimana firma garah/2: 282 disebutkan :

beriman, apabila kamu
tukan, hendaklah kamu
ara kamu menuliskannyzé
iskannya sebagaimana

" Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta:
Kencana, 2006), h. 20.

¥Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil quran, 2012), h.
48.
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UU RI No. 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam
khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, karena UU ini merupakan kodifikasi
dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum

Islam memiliki eksistensinya sendiri.

Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 974 disebutkan : “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan p o berlaku.” Kemudian isi pasal
tersebut dirumuskan se aturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 bahwa “pencatatan pernikahan da °Te melangsungkan

nya dilakukan menuru

or 9 Tahun 1975 vy

ah dan kelengkapan ad . Kemudian

-nya menyatakan bahwa an tatacara
itu, maka
ang saksi.
pernikahan
yang telah
in demikian,
ndungi oleh
hukum serta telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.
Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pencatatan pernikahan adalah:

2.3.1.1 Pasal 2 UU RI No. 22 Tahun 1946

2.3.1.2 Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990
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2.3.1.3 Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 7 ayat (1).
Pencatatan pernikahan bertujuan agar terwujud adanya kepastian, ketertiban
dan perlindungan hukum. Dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan syarat

formil sahnya perkawinan dan secara yurudis formil diakui.™

2.3.2 Akta Nikah

Akta Nikah pukti yang sah te ya perkawinan yang telah

dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan be i pihak yang telibat
bermanfaat

bagi an: ala ini keperdataan

ngurus akta kelahiran a dari anak itu

yang ditunjukkan kepa pil. Berbeda

di bawah tangan yang urut hukum

dah sah secara Figh, aka tidak dapat

dibuat oleh

2.3.2.2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat

diajukan itshat nikahnya ke Pengadilan Agama.

1 Ahmad Ainani, Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinann di Indonesia, Jurnal Darussalam
Vol. 10, No. 2, 2010. h. 27.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



19

2.3.2.3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan :
2.3.2.3.1 Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2.3.2.3.2 Hilangnya Akta Nikah;

2.3.2.3.3 Adanya keraguan tentang idaknya salah satu syarat perkawinan;

2.3.2.3.4 Adanya perkawing pberlakunya UU RI No. 1 Tahun

1974 tentang

kah atau Penghulu ad ala, kepala adat,

di kabupaten atau kota sehat urusan
Negeri; Kadi.33 Penghu aka fungsional
punkeagamaan, menurut _Peraturan Ment ama (PMA)
esiaNomor: ta hulu adalah
ri Sipil seba gung jawab,
ang ditunjuk
sesuai | ) 3 angan-yang berlak A : pengawasan
Keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri

Agama mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan berperan

2Bafadhal Faizah, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan, Jambi: Jurnal
IImu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014. h. 45.

2'Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang — Undangan Bidang Urusan Agama,
(Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), h. 440.
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aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pernikahan terutama
berkaitan dengan pelayanan pernikahan/rujuk.
Fungsi dan peran pegawai pencatat nikah atau penghulu menurut Peraturan

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan peraturan

MENPAN Nomor: PER/62/M.PA entang Rumpun Jabatan, Kedudukan dan
Instansi Pembina, menyebu

Tugas pokok adalah perencanaan  kegiatan
pencatatan  nikah/ruju pelaksanaan  pelayanan

pelanggaran

/ruj anan fatv i muamalah,

, serta pemantauan dan penghuluan

95 22

dan pe gan luan

an M gama Nomor 11 tahun 3, Penghulu

adalah Fun Pegawai Sipil Sebagai Pe diberi tugas,

b dan wewe engawasan juk menurut

nikah/rujuk
g beragama
Islam d penasehatan
alon pengantin

yang akan menikahdan remaja. Bagi yang non-islam pencatatan dilakukan di catatan

22Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Penghulu, (Jakarta: Departemen
Agama R.1, 2008), h. 186.

2PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor
PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo.
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sipil. Kedua: kegiatan kepenghuluan merupakan kegiatan pelayanan dan konsultasi
nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan yaitu kegiatan atau upaya yang
dilakukan penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat, pengembangan

metode penasehat, konseling dan pelaksanaan nikah /rujuk. Jenjang jabatan dan

pangkat penghulu dalam pasal 7 bahwa jenjang yang terendah sampai

dengan yang tertinggi yaitu; hulu muda, penghulu madya.*
impulkan ba penghulu yang tertinggi

pai penghulu terendah, setiap penghulu memiliki ruang

an memiliki manfaat yaitu dapat

melind imata hukum jika t Pencatat
ngi hak perempu igami tanpa

izin istr
kti autentik
sulit un il. i : i istri yang
tidak ; kawinannya
melalui kan kepada

Pegawai Pencatat Nikah yaitu KUA disetiap kecamatan. Berdasarkan urain di atas,

maka kerangka pikir sebagai berikut:

*Fatimah Syam, Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap
Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, (Banda Aceh : Skripsi Jurusan Bimbingan dan
Konseling Islam Fakultas Dakwah dan KomunikasiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,
2017), h. 27-29.
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KUA Kec. Suppa

l

Pencatatan Nikah

' !

Teori Pencatatan Teori Ubi Societas Ibi lus

Teori Hukum Responsif

| DesaleroKec.Suppa |
11
Kepastian Hukum

:

. Perkawinan Menjadi Sah dan Tercatatkan

. Suami Istri Berhak Mendapatkan Akta
Nikah/ Buku Nikah

. Anak-anak Dilahirkan Tidak Terlantar

pencatatan

nikah dalam pelaksanaan pencatatan’ nikah, dan sebelum peneliti melakukan
penelitian penulis terlebih dahulu memahami teori-teori tentang pencatatan, yaitu
teori ubi societas ibi lus dan teori hukum responsif. Teori-teori ini juga digunakan

dalam penelitian dilokasi Desa Lero.
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Pentingnya teori pencatatan ialah segala peristiwa hukum akan tercatatkan dan
terdokumentasi, dan teori Ubi Societas Ibu lus ialah peristiwa hukum yang berawal
dari masyarakat dan muncul di masyarakat itu pula, sedangkan teori hukum responsif

yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat bersifaf fleksibel atau mudah diatur. Dari

hasil penelitian akan mendapatkan ukum dari pencatatan perkawinan yaitu

perkawinan menjadi sah d erhak mendapatkan akta nikah/

buku nikah dan anak- an tidak terl

13l

PAREPARE
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah j enelitian lapangan (field research) dan

penulis menggunakan metod lam mengelola dan menganalisis

data dalam penelitian i itian yang dilakukan secara
menjad

ama, untuk
mempe i i iti : ta atau teks
naratif enelitian ini

diharap au informan

-fakta j
lit I pu

3.2 Pe an Penelim R E PA R E

ketika neliti dapat

menge data berup di iga, peneliti

pendekatan mberikan ja tas rumusan

lah diajukan

penelitian,
diantaranya:
3.2.1 Pendekatan Sosiologis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologis yaitu mengenai

sosiologi atau menurut sosiologi. Sedangkan menurut KBBI sosiologi adalah

Srikandi Rahayu, Pengertian Penelitian Kualitatif, h.12.

24
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pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat.?
Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan
kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara

mengenai masyarakat. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan

kemasyarakatan umum, yang me hasil akhir dari perkembangan ilmu

pengetahuan. Oleh karena i oada kemajuan yang telah dicapai
oleh ilmu pengetahua engatakan bahwa sosiologi

harus dibentuk berdasarka o pada spekulasi keadaan

asi dari cara
angan atau pengetahua garuhi oleh

au budaya dan agama. kat pastinya

rakat lainnya karna mas at memiliki

asing-masing yang berbe

oroses untuk

buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai

%6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Cet. II;
Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1085-1086.

27 Yasmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Widiasarana,
2011), h. 2.
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hubungan permasalahan tentang hukum yang berlaku dan konteks yang terjadi dalam

masyarakat.?®

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di-KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

dengan durasi waktu penelitian se

eliti selama
ususnya pada saat pe ana hal ini
n data yang relevan da i evan dengan
ian ini berfokus pada P i t Nikah dan
Desa Lero terhadap Pen di KUA

den maupun
pun lainnya

at dianalisis

dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.?®

28 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Cet. I; Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

2 Muh. Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif ,(Cet. Il; Yogyakarta: PT UIN
Maliki Pres, 2010), h. 270.
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3.5.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan
dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain data lain diambil oleh peneliti secara

langsung dari objek penelitiannya tanpa adanya perantara dari pihak ketiga, keempat,

dan seterusnya. Dalam penelitian ini imer diperoleh langsung dari lapangan

baik yang berupa observasi ancara tentang Peran Pegawai
Pencatat Nikah da ero terhadap Pencatatan
Perkawinan di KU . i penelitian ini diperoleh
dari su

diteliti.

3.5.2

penelitian ini diper )uku ilmiah,

entasi serta foto yang bar

KU camatan Suppa.
ngumpulan Ia
pengumpulan lam penelitia

berikut: PAREPARE

3.6.1

penelitian dan untuk memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan
pembahasan ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di

lapangan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:
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3.6.1.1 Observasi
Observasi merupakan kegiatan yang berupa pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti di lokasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.6.1.2 Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan komunikasi atau interaksi  untuk

mengumpulkan informasi ntara peneliti dengan informan
atau subjek penelitian
3.6.1.3 Dokumentas
penelitian
visual

dalam ain dengan

peneliti

kan dalam menganali pada nya adalah
metode un tahapan proses analisis data enelitian ini

adalah s

3.7.1 . u dengan cara nalisis data,
data menjadi
menemukan

emutuskan
apa yang dapat dipublikasikan.
3.7.2 Mereduksi data merupakan semua hasil wawancara dengan beberapa sumber

data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk cacatan lapangan yang

%0 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian-Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Cet. I
Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996), h. 144.
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selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat
data yang tidak perlu dan menggolongkan data-data tersebut ke dalam hal-hal
pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

3.7.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh

dari hasil wawancara dengan apa sumber data dan studi dokumentasi.

Data yang disajikan dimana setiap fenomena yang

terjadi ditulis a kemudian pe mberikan interpretasi atau

3.74 mparasi dan

an  menjadi

lan a dimana kesimpulan se antiasa akan

erke jalan dengan pengump pemahaman

r su ta lainnya. Sehingga pulan yang

enga aan yang sebenarnya.

13l

PAREPARE

$IAji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’'amalah, (Cet. 1, Ponorogo: STAIN Po Press,
2010), h. 85-86.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap

Pencatatan Perkawinan

Peran adalah tinda seorang atau sekelompok orang

dalam suatu peristiwa ang dalam suatu peristiwa.
Peran dalam kamus'psikologi merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status
pergaulan di
atau di suatu
urus pernikahan. Pe pihak yang
rikan bimbingan, nas n mengenai

nikah, t rai d kepada masyarakat bai kelompok.

Jadi ya aksu an peran penghulu adalah akukan oleh

memberik i gantin yang

32

t nikah me ang sangat

ak seIamaFLAn@Efi“ RiEpenyelesa eraian yang

mengingat

kasus perceraian dan lain-lain. Di Pengadilan Agama, proses pendaftaran percerain

*’Fatimah Syam, Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap
Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbngan dan Konseling
Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda
Aceh, 2017), h. 7.

30

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



31

tidak akan diterima tanpa adanya buku nikah, dan dianggap perkawinannya tidak
pernah terjadi karena berdasarkan aturan, perkawinan yang tidak tercatat di KUA
dianggap tidak pernah terjadi.

Menurut PMA RI No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor
urusan agama kecamatan pasal 1 dan pasal-2 yang berbunyi pasal 1, Kantor Urusan
Agama Kecamatan yang.selanjutnya disingkat - KUA Kecamatan adalah unit
pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional
dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal 2, KUA
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat

Islam di wilayah kerjanya.®

Pegawal pencatat nikah di KUA Kecamatan Suppa berperan sebagai penghulu,
serta bertugas sebagai pelayanan administrasi pencatatan nikah atau rujuk.
Penghulu melaksanakan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan
Suppa dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan
keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah bagi calon pengantin. Tugas
penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi
calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan materi tentang keluarga
sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon
pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai
nikah, talag, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun
kelompok.®

Tugas dan_fungsi KUA' ‘telah ‘diatur dalam peraturan_menteri agama dan
tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KUA Kecamatan Suppa.
PMA No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan Pasal 3,

KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

**Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamata Pasal 1 dan 2.

% Sabir S.Ag, M.A. Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.
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a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

e. Pelayanan bimbingan kemesjidan;

Pelayanan bimbingan hi

atan fungsional yang m
hun 1975 juncto KMA 001 dan PP
g penataan organisasi K

lugas te s KUA, yaitu:

maupun lintas sektoral di wilayahi kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan

% Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamata. (diakses 21 Juli 2019)
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pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal
dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.
Implementasi pelaksanaan tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.

2. Bidang Dokumentasi dan Statisti
3. Bimbingan Keluarga Saki

4. Pembinaan Kemasji

Kecamatan Suppa me ' elaku kepala
ngatakan bahwa ada 3 epala KUA

asional Prosedur) KUA

. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan.

. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

% KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun
1988 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan. (diakses 22 Juli 2019)
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6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Zakat dan Wakaf serta lIbadah
Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat islam dan
pembinaan syari’ah.
9. Melakukan pelayanan da an haji dan umroh.
10. Melakukan penelaa s 3 bul di lingkungan KUA.
11. alitas pelayanan dibidang
12.
13. an instansi terkait.
14. ng diberikan atasan.
15. aksanaan tugas.®’
P an pencatatan perkawinan akuk n pengantin,
jika telah s \ Kecamatan aka proses

selanjutnys <uka gawasan per pada hari H

di lokasi d

nya bahwa:

snya, kepala
yang sudah
ditentukan oleh permenpan i1tu"ada
30 poin sebagai kepala KUA ta bahan sampai saat ini belum ada regulasi
setelah munculnya regulasi baru tetapi fungsi kepala KUA adalah fungsi
manajemen administrasi, tanggung jawab sebagai kepala kantor untuk pada
statusnya kita semua penghulu tetapi tugas tambahan kita adalah sebagai
manajemen administrasi yang mengatur manajemen dalam kantor, itu tugas
tambahan kita walaupun dalam rinciannya itu banyak tugas kepala KUA,

% Melinda, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. http.pencatatan.co.id (diakses 23 Juli 2019)
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tetapi yang kita tonjolkan disini sesuai dengan peraturan permenpan adalah
yang diambil laporan kinerjanya adalah statusnya sebagai penghulu, jadi
nantinya saya sampaikan tugasnya dalam parmenpan sesuai dengan tingkatan
penghulu, lain tugasnya golongan 4, lain juga tugasnya golongan 3, lain juga
tugasnya penghulu pertama dan penghulu muda, jadi sekarang semua kepala
KUA statusnya adalah penghulu itu sudah mempunyai tugas diatur dalam
parmenpan dan kepala KUA adalah fungsi manajemen administrasi.

Menurut bapak Sabir, selaku Kepala KUA kecamatan Suppa menjelaskan
bahwa kepala KUA pada statusnya adalah penghulu yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab diatur dalam PMA yang di dalamnya sudah mencakup secara
keseluruhan, baik ‘mengenai fungsinya sebagai ‘kepala kantor yang mengatur
manajemen administrasi maupun sebagai penghulu muda. Kepala KUA akan tetap
menjadi penghulu dan yang mengatur manajemen administrasi sebelumnya adanya
peraturan baru.

Menurut peneliti  penghulu sebagai salah satu pemuka agama serta secara
formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dan paling dekat dengan
masyarakat, maka penghulu memiliki peran ganda, di mana selain memiliki peran
administratif sebagaimana ketetapan-peraturan yang ada, penghulu juga memiliki
tanggung jawab moral, yakni menikahkan calon pengantin yang benar-benar layak
dan patut untuk dinikahkan, bukan menikahkan‘atau melangsungkan pernikahan yang
dipaksakan, termasuk pernikahan-dini= QOleh karena itu, seorang penghulu dituntut
memiliki kemampuan teknis administratif dan penguasaan fikih munakahat , hadis-
hadis tentang perkawinan yang memadal, peraturan perundang-undangan dibidang
perkawinan, serta keterampilan dan program pembangunan dibidang keagamaan

lainnya, terutama program yang bersentuhan langsung dengan pasangan suami istri.

*¥3abir, Kepala KUA Kecamtan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.



36

Dalam pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan Suppa berperan sebagai
pengarah atau memberi arahan kepada semua pegawai KUA serta menyetujui
pelaporan perkawinan bagi yang mendaftarkan perkawinannya.

Bukan hanya kepala KUA vyang berperan dalam kepenghuluan dan

manajemen administrasi. Dalam P . 34 tahun 2016 tentang organisasi dan

tata kerja KUA Kecamata Kecamatan yang terdiri dari

tiga yaitu Kepala K tata usaha k jabatan funsional yang
> Di KUA Kecamatan
saha, bagian
Suppa serta

dalam kantor KUA K bawah dan

epala KUA Kecamtan y; s melakukan

angga dan pelaporan. Dala inan bagian

pengumuman kehendak nikah, menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon

pengantin, dan menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA.

*PMA RI No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
M Habibah, Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA),
http://eprints.walisongo.ac.id. (diakses 24 Juli 2019)
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Dalam pencatatan perkawinan bagian administrasi bertugas mendesposisi berkas
nikah.**
Bagaian penyuluh menurut bapak Sabuddin selaku penyuluh di KUA

Kecamatan Suppa tugasnya yaitu:

Penyuluh itu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang Islam dan pembangunan yang menyangkut masalah
agama itu masalah pembangunan, Kita tugasnya hanya memberikan
bimbingan itu penyuluhan terkait ketaatan beragama masyarakat, bagaimana
mereka menjalani hidup yang lebih baik termasuk di dalamnya memberikan
nasehat-nasehat, _memberikan spirit__semangat, kemudian__memberikan
termasuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
dengan cara turung lansung membentuk kelompok masyarakat seperti
majelis ta’lim dan bahkan memberikan bentuk konsultasi, misalkan ada
masyarakat yang bertanya dan mempunyai keluhan-keluhan akan dilayani
dengan bentuk konsultasi dan bisa kami bantu dengan kita layani, konsultasi
bisa dalam bentuk perorangan, bisa juga dalam bentuk kelompok. Misalkan
ada masalah-masalah yang timbul di masyarakat di bawah ke kita sebagai
penyuluh, Kita bantu untuk memberikan dan mencari jalan keluar dengan
masalah yang dihadapi.**

Menurut bapak Sabuddin, bahwa penyuluh adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan bimbingan dan
penyuluhan kepada masyarakat stentang agama Islam dan pembangunan yang
menyangkut masalah agama dan memiliki tugas yaitu yang pertama memberikan
nasehat’ tentang keagaamaan; pembangunan; ekonomi masyarakat dan tentang
kekeluargaan dalam membina keluarga sesuai dengan anjuran agama. Yang kedua
memberikan pelatihan seperti membuat kelompok binaan dan tugas ketiga yaitu

sebagai tempat konsultasi, misalkan masalah keluarga, masalah pernikahan dini, dan

*ISuryani Halim bagian Pengadministrasian, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019.

*25abuddin, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada
tanggal 12 Juli 2019.
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masalah pencatatan perkawinan dan masalah ekonomi. Penyuluh akan memberikan
solusi kepada masyarakat mengenai masalah apa yang dihadapi dengan cara
masyarakat itu sendiri atau sebagain kelompok masyarakat datang untuk konsultasi

dan mencari jalan keluar tentang masalah yang dihadapi. Khusus dalam pencatatan

perkawinan hanya bertugas sebagai p i.arahan dalam pencatatan perkawinan dan
membimbing masyarakat un
Bagaian sta a s sebagai mengelola data

engelola data anggota,

yang ingin

dari jajaran petugas K a yang telah

Mas Lero yaitu melayani pencatatan

melakukan

emb bingan pranikah (kursus

arakat Lero, wasi proses

ang pencatat

g dilaksanakan di mpal ijab kabul.

an Masa tnrﬁpwﬁegencatata awinan di

perkawinan. Oleh karena itu, selain harus sah secara agama suatu perkawinan harus
juga sesuai dengan hukum yang berlaku. UU No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan

secara keseluruhan mengenai perkawinan.
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Syarat sahnya suatu perkawinan adalah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan itu sendiri menurut agama, sedangkan menurut negara perkawinan yang
sah vyaitu perkawinan yang sesuai dengan rukun syarat menurut agama serta

tercatatkan oleh instansi negara atau pegawai pencatat nikah/pencatatan sipil.

Perkawinan dalam hukum Islam sanakan dengan cara memenuhi rukun

dan syarat pernikahan yan elaksanakan suatu pernikahan
harus ada: calon sua

pernikahan yaitu su

n pernikahan
gwujutkan ketentram

dan petunjuk Allah S

inan merupakan suatu upa dila
ngan warga nya. Negara
hatan bersam: stian hukum
tentang penc perkawinan.
arga negara
an peristiwa
dalam daftar
pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan
perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat
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menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebuah pernikahan pada
hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri. Oleh
karena itu, mencatatkan perkawinan merupakah sesuatu yang mesti dilakukan demi

terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum.*® Dicatatkannya sebuah perkawinan

akan membantu menjaga masing- ihak mendapatkan haknya, dan sekaligus
menjadi bukti otentik jika ac erceraian.

Bukti otentik A i ng apatkan akta nikah di KUA
Kecamatan setempa : akan salah satu alat bukti yang
sah. De inan secara
hukum, > hankan dan

melind ng seperti istri, anak arian. Dan

untuk suatu peristiwa hukum karena itu,

ketika i pengadilan agama, anak serta
atau istri maka yang menja nikah.

ero adalah de li Kabupaten

masyarakat Lero : arakat Lero

. Di masyar adisi mereka

atan Suppa

telah sesuai denga k : ara kawinan da : an agama serta

tradisi mereka sebagai orang-orang mandar. Mereka mengetahui dan paham akan

pentingnya pengadaan akta nikah. Di Kecamatan Suppa khususnya di Desa Lero ada

*Isna Latif. Pencatatan Perkawinan, Yogyakarta: Jurnal AL-Mazahib, Vol. 3, No.1, 2015.
h. 12.
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perkawinan yang dicatatkan dan ada pula perkawinan yang tidak tercatatkan yang
memiliki pemahaman yang hampir sama diantara semua atau sebagaian masyarakat
Lero, yaitu:

4.2.1 Pemahaman Masyarakat terhadap Perkawinan Tercatat

Pemahaman masyarakat ntingnya pencatatan perkawinan atau

tujuan adanya pencatatan atan akta kelahiran anak. Hal

ini sesuai dengan w. ng telah dilakuk Husnia yang mengatakan

bahwa :
engambilan

Selain Lina, yang
mengat:

di makkah
ak ta harus

2lahiran, dan

Bapak E

sekarang penting karena sudah banyak urusan sana sini.™

*Husni (URT) di Desa Lero jl.Poros PLN, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019.
**Nur Lina (URT) di Desa Lero jl. Pekuburan, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019.

“**Baharuddin (Tukang Kayu dan Wakil Imam Mesjid Al-Qaniah Butung ) di Desa Lero jl. A.
Palanjoi, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019.
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Berdasarkan tiga wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
masyarakat desa Lero cukup paham mengenai pentingnya pengadaan buku nikah.
Mereka beranggapan bahwa buku nikah sangat penting hanya karena mereka ingin

mengambil atau ingin membuat akta kelahiran anak mereka sebelum masuk ke

sekolah sebagai suatu persyaratan I masing sekolah yang ada di Desa Lero.

Masyarakat juga beranggap enting karena untuk pengambilan
ikah sebagai persyaratan

a masyarakat desa Lero

belum mempunyai b

rkan di KUA Kecamata

akat terhadap Perkaw

saya sudah
A Kecamtan
uppa berkas sayan

Ibu Rasmawati juga mengatakan :

Saya tidak memiliki buku nikah karena katanya masih ada kurang berkasnya
dari pihak laki-laki tapi tidak tau mi juga karena kita juga tidak terlalu

*"Nurul Afifa (URT) Umur 15 tahun, di Desa Lero jl. Poros Ujung Lero, Wawancara pada
tanggal 13 Juli.
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meng%ti tentang pengurusan buku nikah dan berkas apa saja yang dibawa ke
KUA.

Saudara Adam Malik juga mengatakan :

Saya tidak memiliki buku nikah karena saya menikah dengan janda yang
belum ada keterangan cerianya. Saya juga menikah di luar Lero karena tau
pasti di KUA ditolak karena saya menikahi janda makanya saya menikah di
Parepare secara sembunyi-sem i dan di Lero tetap saya menikah dan buat
acara perkawinan yang meri 49

batas umur
untuk i yaitu 16 tahun untuk ca i puan dan 19
tahun u laki-laki. Jadi jika calo in ti ncapai batas
umur m . nikahnya akan ditolak o

k mendaftar
pernikahan
kartu tanda
yang ingin
diwajibkan
kahan yang

dilangsungkan di kantor urusan agama setempat dikenakan biaya sebesar Rp. 0.

*®Rasmawati (Pedagang Campuran) Umur 44 tahun, di Desa Lero jl. Pekuburan, Wawancara
pada tanggal 14 Juli 2019.

*Adam Malik (Nelayan) Umur 22 tahun, di Desa Lero jl. Garuda. Wawancara pada tanggal
18 Juli 2019.
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4.3 Penegakan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam

Masyarakat Lero.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara

untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara

mengatur masyarakat demi kepenti emaslahatan bersama. Kepastian hukum

menjadi salah satu tujuan g tentang pencatatan perkawinan.
Adanya pencatatan ing-masing warga negara
atan peristiwa
lalam daftar
ediakan. T pencatatan

Undang-Undang Nomo al 2 ayat (1)

i “Perkawinan adalah i an menurut

anya dan kepercayaan i inan dicatat

ran perundang-undangan yang berlaku”.
ra pencatata edur melaks: perkawinan

a sebagai ber

an kehendak nika

PP No. n‘ MEtRa&IRIEman uu

Tahun 1974

Perkawinan

ditetapkan, bahwa setiap orang “yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan

dilangsungkan.

%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
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Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 11 tahun 2007
bahwa ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang

penting diberikan oleh Camat (atas n pati Kepala Daerah.

Bagi orang yang b huan disampaikan kepada KUA,
karena berlaku UU Nikah. Talak dan Rujuk.

beritahuannya dilakukan

gantin atau

gan membawa surat-sur ukan, antara
alon mempelai.
t kenal lahir atau surat kete asal -

yang mewila pat tinggal

Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon
mempelai seorang janda atau duda.
h. Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat

tinggal atau tempat matinya suami/istri.
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i. Surat izin dan atau dispensasi bagi calon pengantin yang belum mencapai umur
menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 s/d 6
Pasal 7 ayat 1 s/d 3.

j. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10

hari kerja setelah pengumuman.
k. Surat izin poligami dari alon suami yang hendak beristri
lebih dari seorang.

|. Surat keterangan

ng sehingga

uan akan adanya per selanjutnya

itian dilakukan PPN sesuai den

1) PP No. 9

inan, bahwa

ntang Pelaks 974 tentang

apakah syarat-sy an telah dipenuhi pakah tidak

an (larangan um munakah pun menurut

non PR EPARE

a tidak ada
halangan perkawinan, maka tehap berikutnya adalah PPN menyelenggarakan
pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak

melangsungkan perkawinan. PPN menempelkan surat pengumuman dalam bentuk
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yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah
hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat-tempat
kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pelaksanaan

Semua ketentuan pemberit. tang kehendak calon mempelai untuk

melangsungkan perkawi itu dilangsungkan setelah hari

h tercatat secara resmi G winan telah

a mempelai, dua orang g beragama

g mewakilinya. Dan 3) PP No. 9

n bahwa dengan pencat inan, maka
+ 51

mengerti secara K han tentang

prosed hanya langs enyerahkan

masala gurusan bpiin E?mnEgawai pe ikah di desa

pu Suriani mengatakan ka ak tau apa-apa tentang uang pembayaran
perkawinan kami hanya menyerahkan kepada Pak Samad, dan jsuga kami tidak
mau turun ke KUA karena harus haik mobil atau motor kesana.>?

>'Duray Achmad, Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang,
Kota Bekasi), (Skripsi Sarja; Program Sudi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). h. 53-56.

5Hasil Wawancara dengan Ibu Suriani (URT) Umur 35 tahun, di desa Lero jl. Poros PLN,
pada tanggal 17 Juli 2019.
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Pembantu pegawai pencatat nikah yang masih berperan dalam pengurusan
berkas nikah masyarakat desa Lero sampai sekarang yaitu bapak Abd. Samad, beliau

mengatakan :

Awalnya saya sebagai pembantu.penghulu pada tahun 2008 berubah fungsi
menjadi pembantu pegawai.pencatat-nikah, kapasitas saya sebagai pembantu
penghulu di desa Lero_hanya sebagal pemberi informasi jika ada yang ingin
menikah, apa saja-yang perlu dipersiapkan. mengenai berkas dan aturan
pembayaran, membantu masyarakat jika ada yang kesulitan dalam mengurus
berkas pernikahannya, apakah calon pengantin itu atau cantin perlu diantar ke
KUA Kecamatan Suppa, saya juga mengarahkan calon pengantin langsung ke
KUA Kecamatan Suppa, juga mendampingi kepala KUA ke desa Lero untuk
menjadi penghulu serta menjadi penasehat pernikahan jika ada yang minta
tolong atau pasangan itu sendiri yang dating di rumah jika ada masalah dalam
rumah tangganya, saya sekedar hanya membantu atau™ menjadi penengah.
Kalaw masalah acara pernikahan di masyarakat di desa Lero kadang saya
datang sebagai tamu undangan atau sebagai pembantu penghalu tergantung
dari panggilan masyarakat. Biasa juga saya ditunjuk sebagai saksi oleh orang
tua pengantin. Tapi saat ini saya bukan lagi pembantu pencatat nikah atau
pembantu penghulu setelah ada aturan bahwa Pembantu PPN telah
dihapuskan, tetapi yang saya jelaskan sebelumnya masih seperti itu, karena
masyarakat sudah terlanjur mengetahuinya dan menganggap saya masih
mampu.”

Tugas pembantu pegawai pencatat” nikah yang awalnya disebut sebagai
pembantu penghulu berubah fungsi menjadi pembantu pegawal pencatat nikah,
menurut Pak Samad saya selaku pembantu pegawai pencatat nikah sampai tahun
2018 setelah keluarnya -aturan -bahwa| pegawal ‘pembantu pencatat nikah telah
dihapuskan, hanya saja masyarakat di. desa Lero masih mengaganggap bahw Pak
Samad tetap sebagail pembantu pegawal pencatat nikah dan tokoh masyarakat yang
dianggap mampu membantu calon pengantin maupun pasangan suami isrtri yang

memiliki masalah atau perselisihan dalam hubungan rumah tangganya. Dari awal

%*Hasil Wawancara dengan Bapak Abd. Samad S.Ag sebagai Tokoh Pembantu PPN di desa
Lero jl. H. Muh. Nur, pada tanggal 20 Juli 2019.
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ditunjuknya sebagai pembantu penghulu atau pegawai pencatat nikah sampai saat ini
masyarakat selalu membutuhkan bantuan dari Pak Samad S.Ag baik bertanya tentang
informasi berkas yang harus dilengkapi sebelum ke KUA seperti surat pengantar dari

desa, kelengkapan berkas N1, N2, N4 dari desa, sebagai penasehat pernikahan, juga

sebagai pegganti saksi yang ditunj ali dari calon pengantin wanita serta
sebagai penengah jika ada pe y-memiliki masalah dalam urusan

keluarganya jika mere

rujuk i ama Isla 3 i elalui PMA
ang Pencatatan Nikah ( ’MA No. 11
Th. 200 Nikah) menetapkan ad

3N). Pembantu Pega P3N) adalah

rakat tu yang diangkat oleh Kep men Agama

untuk mem Pegawai Pe ikah/Kepala

KUA) c K nting dalam pemerataan

n pelayanan ahan dalam

ilayah k# Aﬂﬂnun.Emun, Set unnya Surat
Edaran ot D15 tentang
Pelaksanaa : Bima a ; : 015 tentang
Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka tugas P3N dihapuskan

dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh

*peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 Ayat
(4).
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Kepala KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai
porsi, hak, dan peran serta pembantu pegawai pencatat nikah dalam urusan
pernikahan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib serta kedudukan pembantu
pegawai pencatat nikah tersebut.*®

Saat ini ketika pembantu pegawai. pencatat nikah telah dihapuska, calon
pengantin hanya membawa berkas surat pengantar. sebelum ke KUA Kecamatan

Suppa. Dari hasil wawancara dengan ibu Rasmawati mengatakan :

Saya dulu waktu menikahkah saya serahkan semua berkasku ke Pak Samad,
urusan lain tidak ada mi saya tau, kita hanya membayar 600 ribu untuk
pengambilan buku nikah, dan menbayar 500 ribu untuk dibagi-bagikan kepada
pengurus masjid seperti puang imam, wakil tmam, pegawai sara’. Tapi sampai
saat Ini saya belum mendapatkan buku nikah saya karena katanya berkas
suamiku tidak lengkap karenakan suamiku bukan dari Lero.>®

Ibu Suriani juga mengatakan bahwa :

Saya pas mau menikah saya kerumahnya Pak Samad bertanya bagaimana ini
pak, apa mi nanti saya bawah ke KUA di Suppa. Dan bapak menjelaskan
berkas yang dibawah, saya juga meminta tolong ke bapak untuk diantar ke
bKUAI< gecamatan Suppa. Dan urusan pembayaran kami' juga serahkan ke
apak.

Wawancara dari ibu Rasmawati dan Ibu Suriani, mengatakan bahwa mereka
menyerahkan segala urusannya ke Pak Samad sebagai tokoh masyarakat yang masih
menggap sebagai Pembantu PPN. Meraka hanya menyerahkan uang administrasinya

ke Pak Samad sebanyak Rp. 1.200.000, selanjutnya beliau yang menyerahkan kepada

°Istigra, Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan
Pernikahan (Studi Kasus di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu) IAIN Palu: Jurnal
Penelitian IImiah, Vol. 5, No. 1, 2017. h. 2-3.

®*Hasil Wawancara dengan Ibu Rasmawati (Pedagang Campuran) Umur 44 tahun, di desa
Lero jl. Pekuburan. Pada tanggal 14 Juli 2019.

"Hasil Wawancara dengan Ibu Suriani (URT) Umur 35 tahun, di desa Lero jl. Poros PLN,
pada tanggal 17 Juli 2019.
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Kepala KUA Kecamatan sebanyak Rp. 600.000 dan juga beliau membagikan sisanya
untuk dibagi ke Puang Imam atau Imam Mesjid dan pegawai syara’ lainnya.
Pembayaran administrasi calon pengantin di desa Lero memang tergolong cukup
banyak bahkan biasanya sampai Rp. 1.500.000 dikarenakan calon pengantin
mensedekahkan kepada puang imam dan pegawai syra’ lainnya juga memberikan

kepada dua orang saksi.

Puang Imam atau Imam Mesjid Al-Muhajiri Ujung Lero sebagai salah satu

imam yang juga sering menikahkan calon pengantin mengatakan :

Memang saat ini masyarakat Lero masth menganggap Pak Samad sebagai
Pembantu PPN, tapi saat ini beliau sudah tidak menjabat lagi, tapi tugasnya
sampal saat ini tetap sebagai Pembantu PPN dimata masyarakat. Beliau juga
masih mendampingi calon pengantin ke KUA, juga kadang beliau sebagai
saksl pengganti yang diarahkan oleh wali pengantin, ‘dan saya sebagai
pengganti wali calon pengantin wanita yang diserahkan langsung oleh wali
pengantin itu sendiri. Sebenarnya beliau sudah memiliki tugas tapi beliau juga
yang memberikan kami sedekah dari keluarga pengantin berupa amplop isi
uang. Dan biasanya pengantin itu membayar 1.200.000 yang diserahkan ke
KUA 600.000 dan sisanya ke Pak Samad dan pegawai syara lainnya kayak
saya ini. Kadang juga.Pak KUA yang langsung memberikan E

Puang imam menjelaskan.bahwa masyarakat di desa Lero belum mengetahui
jika P3N atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah telah dihapuskan, meskipun telah
dihapuskan masyarakat masih perlu bantuan dari Pak-Samad yang dianggap mampu
untuk membantu. Tugas dari beliau masih sama seperti pegawai pembantu pencatat
nikah dimana. Tugasnya puang tmam hanya sebagai pengganti wali’ nikah yang
diserahkan oleh ayah kandung dari calon pengantin wanita. Dan tugas pegawai

pembantu pencatat nikah atau tugas dari Pak Samad hanya sebagai saksi yang

puang Imam S. Muh Yusuf Abdullah Imam Mesjid Al-Muhajirin Ujung Lero), di desa
Lero jl. A.Palanjoi, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019.
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ditunjuk oleh keluarga calon pengantin wanita. Biaya pencatatan memang hanya Rp.
600.000 tetapi ada biaya lain yang bersifat sedekah yang harus disediakan oleh calon
pengantin karena telah menghadirkan atau memberikan tugas kepada puang imam
sebagai pengganti wali dan tugas Pak Samad sebagai saksi, itulah kenapa ada
kelibihan biaya pencatatan perkawinan atau biaya administrasi.

Kepala KUA Kecamatan Suppa menjelaskan bahwa :

PP No. 8 Tahun 2018 biaya pencatatan nikah itu ada dua kategori, satu
pencatat nikah yang dilangsungkan di luar balai nikah maka dikenakan biaya
pencatatan_sebanyak Rp. 600.000, dua_pencatatan yang dilakukan di balai
nikah itu nilainya Rp. 0, persoalannya sudah menjadi adat bagi kita, kita beda
dengan kondosi jawa, kondisi jawa kalaw orang mau nikah yang dibutuhkan
itu adalah penghulu to’, contohnya saya selaku penghulu ada pernikahan di
daerah sana saya turun kesana selaku pengawasan ‘nikah memproses
pelaksanaan nikah, ketika saya sampai di bawah, ini kondisi jawakan ini
pernikahan di luar balai nikah, karena di luar balai nikah maka ada biaya Rp.
600.000 distor ke Kas Negara bukan distor ke KUA Cuma melalui proses
bildingnya itu baru ke BRI. Nah sampai kita di bawah siapa yang mau jadi
saksi dari pihak laki-laki?, sini KTP nya, siapa mau jadi saksi dari pihak
perempuan? Saya pak, sini KTP nya, aman, maka tidak ada biaya.ini Rp.
600.000 jalan. Nah kita ini masyarakat bugis baik di Lero ataupun Makassar,
mandar, ada adat yang susah kita hilangkan contoh kitakan punya pegawai
syara’ di mesjidkan, dia datang kasian, dia merasa tersinggung juga jika tidak
dipanggil ketika mau pengantin: Pasti kita panggil, pi ko panggil puang imam
(pergi di panggil imam mesjid), nanti puang imam berhenti jadi imam kalaw
Kita mau lakukan secara atau sesuai prosedur pernikahan, kalaw saya
mengatakan “saya turun tidak usah dipanggil puang imam™ bagaimana Kira-
kara masyarakat seperti itu, mengapa kita melibatan puang Imam karena
bukan hanya kematian kita dilayani, kita_ma baca-baca Kita panggil puang
imam, barasanji Kita jpanggil puang imams: Pertanyaannya, adakah yang gaji
puang imam? Tidak adakan, seharusnyakan masyarakat yang bersedekah.
Makanya, muncullah biaya tapi bukan bersifat pembayaran di luar Rp.
600.000 itu masyarakatlah yang mengerti, bisanya akan dilebihkan sampai Rp.
400.000 maka cukuplah 1 juta'dibayar tetapi, yang di kantor ini itu tidak disini
dibayar, yang 400 itu biasa saya sarankan begini, jangan lupa ki pegawai
syara’ ta kalaw datangi bersama dengan saksinya karena biasanya juga orang
toh pengantin mewakilkan kepada dia yang menikahkan itulah yang
disedehkahkan yang 400 itu na bagi mi tiga yaitu bukan biaya. Tetapi
pertanyaannya, kok mahal sekali menikah 1 juta? Saya kembalikan seperti ini,
saya Tanya biasa ke calon pengantin biaya pelaksanaan nikah itu murah Rp.
600.000 kan, bahkan gratis kalaw mau ko ke kantor, kalawpun anda mau
bersedekah 400 atau menyumbang, disinikan tidak ada ketentuan mau ko
kasih atau tidak?. Ini biaya nikahkan, itukan Cuma disarankan anda
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sedehkahkan ke puang imam karena dia datang. Tetapi dlakan saksi haruslah
diberikan sedekah supaya dia berkah begitulah istilahnya.*®

Kepala KUA Kecamatan Suppa menjelaskan bahwa dalam PP No. 8 Tahun
2018 biaya pencatatan nikah itu ada dua kategori yang pertama Rp. 0 jika

dilangsungkang di balai nikah atau di dan kategori kedua yaitu Rp. 600.000 jika

di luar balai nikah atau dilan calon pengantin. Adapun jika lebih

dari Rp. 600.000 atau itu hanya bersifat sedekah
nurut tradisi masyarakat
bugis, biasanya

mengha puang imam dan ¢ ah kenapa ac : biaya nikah

Suppa sudah

ikah dengan
cara me n kata lain,
penegakan pencatatan buku nikah di desa Lero masih terbilang rendah dikarenakan

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya buku nikah.

*Hasil Wawancara dengan Bapak Sabir sebagai Kepala KUA Kecamatan Suppa, pada
tanggal 12 Juli 2019.
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Pihak KUA Kecamatan Suppa telah mengetahui bahwa di desa Lero banyak
praktik nikah di bawah tangan atau nikah sirri, hanya saja dari pihak KUA tidak
mengetahui atau tidak mengenali siapa-siapa pasangan yang telah menikah secara

sirri tersebut dikarenakan banyaknya wilayah yang ditangani oleh KUA Kecamatan

Suppa. Mereka hanya menerima kab puang imam yang di desa Lero yang telah

menikahkan pasangan suami elalu ada pernikahan di bawah

tangan. Pihak KUA j getahui banyakny suami istri yang ada di
desa Lero yang tida emiliki buku nikah lewat penyampaian Pengadilan Agama

tentang

mi istri yang baru men
rri. Perkawinan sirri itu
erangkat dari Malaysia
awinan sirri. Selama

nya setelah
idak tercatat
gara tersebut
itu disebut

ftaran permohonan itshat nikah desa epala KUA

ppa mengam inan suami is sah menurut

melakukan esa Lero dengan eramah atau

informasi tentang pencatatan perkaw

buku nllahlni B(ﬂ RrEh denga

rta prosedur
melakukan
nikah harus
mendaftarkan perkawinannya setelah "10 hari kerja di KUA Kecamatan dari hari

pernikahan atau dua minggu sebelum hari pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Suppa Menjelaskan bahwa :

%93ahir, Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.
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Perkawinan yang terjadi dimasa lampau atau perkawinan yang sudah berumur
70-an maka pengesahan perkawinannya di Pengadilan Agama dengan jalan
itsbat nikah. Perkawinan sirri yang sudah menikah dan ingin kembali
mendaftar di KUA, selama mampu memenuhi syarat administrasi yaitu
kejelasan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kejelasan KK (Kartu Keluarga).
Setelah memenuhi proses administrasi maka akan dinikahkan ulang. Jika 2
tahun lalu telah menikah sirri dan ingin memperoleh buku nikah maka harus
dinikahkan ulang tetapi dengan syarat terlebih dahulu dilihat kondisi KTPnya,
jika status kawin maka sulit k dinikahkan kembali, maka persyaratan
selanjutnya apakah ada a idup atau akta cerai mati. Jika tidak
terpenuhi, salah satu j e PA untuk itsbat nikah.®*

Penjelasan dari ahwa seseorang yang telah

lama menikah siri, j mendapatkan buku ni melalui sidang itsbat di
ama tentang

KUA untuk

angkan bagi pasangan iri sekitar 2

u dan ingin memperole ereka harus

arat diperiksa KTP dan lu. Apabila
status d ang, maka mereka bisa | kembali dan
n penganti tapi apabila ¢ i KTP telah

diubah i i an akta cerai asli at

i masuk kebija

oleh kej Aterhadpoirnn Eps‘yﬁ Eum memi

*'Sabir, Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

wawancara, peniliti dapat n

5.1.2

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari proses

Peran Pegawai ikah di KUA

pendaftaranyenikahgedanggmemberikan
bimbingan,
juk kepada
rangan maupun kelom bimbingan
calon pengantin yang
kukan pengawasan nika
man arakat Lero tentang proses pe an di KUA
tan Suppa ia m mengenai

ya pengada reka beranggapan buku nikah

penting hanya kare ingin mengambil a in membuat

2lahiran aIA’un(EBIA RE ke seka

bagai suatu
yarakat juga
beranggapan bahwa buku nikah;penting karena untuk pengambilan pinjaman
uang di bank yang harus menyertakan buku nikah sebagai persyaratan
pengambilan pinjaman uang di bank. Dan pada awalnya masyarakat desa Lero
sebenarnya tidak terlalu mementingkan adanya buku nikah, hanya karena

adanya kepentingan lain makanya mereka membuat buku nikah, dan berusaha
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mendapatkan buku nikah bagai yang belum mempunyai buku nikah dan
berusaha agar perkawinannya tetap terdaftarkan di KUA Kecamatan Suppa.
Penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam

masyarakat Lero yaitu penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan

Suppa sudah dapat dikatakan ena telah memenuhi prosedur pelayanan

yang baik kepada ce in mendaftarkan perkawinannya.
Mulai dari pra daftaran, pelapo nistrasi, hingga pencetakan
buku nikah, semua sudah berdasarkan sistem yang diberlakukan oleh Kantor
i desa Lero,

a nikah. Hal

angnya kesadaran mas k berusaha
endapatkan buku ni endaftarkan

UA Kecamatan Supp , penegakan

ikah di desa Lero masih ng r dikarenakan

pentingnya nikah. Dan

Kecamatan Suppa ng menikah
jika ingin
itshat nikah
sirri, selama
m menikah
atau lajang maka akan dilakukanperkawinan ulang di KUA Kecamatan Suppa

untuk mendapatkan buku nikah. Dan tetap dilayani sebagai calon pengantin.
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5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di desa Lero,

peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan peran pegawai pencatat nikah dan

pemahaman masyarakat desa Lero terhapat pencatatan perkawinan di KUA

Kecamatan Suppa yaitu :

1.

Sebaiknya pegawai penc taf KUA Kecamatan Suppa dan
Kepala KUA berg pertugas sebaga 1 di luar jam kantor, yang

terus menerus memberi bimbingan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

. Dan juga

SOSi : i buku nikah
sasi t kum pencatatan perkaw

aham mengenai penca ik cara atau

a di KUA Kecamatan melibatkan

encatat nikah sebagai alat aran berkas
nasehatan cal
atat nikah sebaikn a mengantar

kepada calo intin tentang

i Suppa,

sebagai alat
)N pengantin
dak sebagai
orang yang langsung menikahkan pasangan calon pengantin tanpa arahan dari

KUA Kecamatan Suppa.
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